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Abstrak: 
Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berlangsung da-
lam masyarakat, dan eksistensi dan kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh 
tingkat pendidikan yang dialaminya. Sebagai institusi sosial, pendidikan tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat tanpa mengenal tingkat kebudayaan, apakah 
masyarakat bersahaja atau masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan 
masyarakat, mucul pula kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga-lembaga/ins-
titusi sosial merupakan kumpulan norma yang berkisar pada suatu kebutuhan 
pokok dalam kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Dengan demikian, 
lahirlah lembaga pendidikan sebagai institusi sosial, mulai taman kanak-kanak, 

SD, SLTP, SLTA, dan pendidikan tinggi. 

Abstract: 

Education and society cannot be separated; education takes place in society while 

WKH� H[LVWHQFH� DQG� WKH� TXDOLW\� RI� VRFLHW\·V� OLIH� ZHUH� GHWHUPLQHG� E\� WKH� OHYHO� RI�

education experienced. As a social institution, education grows and develops in 

society without knowing the level of culture, whether in traditional or modern 

society. Along with the development of society, raise also a demand to agencies 

and social institutions, a set of norms that revolve around a basic need in people's 

lives, including education. Thus, educational institutions are born as social 

institutions, from kindergarten, elementary, junior high, high school, and higher 

education. 

Kata kunci: 
Pendidikan, Institusi sosial, Masyarakat. 

SETIAP orang merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Tidak seorangpun me-

UXSDNDQ�VHEXDK�SXODX�\DQJ�WHUSLVDKµ�NDWD�-RKQ�'RQQH��VHRUDQJ�SHQ\DLU�GDQ�SHQGHWD��

abad ke tujuh belas.1 Gunawan dalam Muhyi Batubara mengatakan, manusia sebagai 

pribadi tidak dapat hidup dan menghayati eksistensinya secara wajar kecuali hidup 

bersama dengan sesamanya. Mereka satu sama lain saling membutuhkan, sebab pada 

hakekatnya manusia adalah makhluk sosial.2 

Masyarakat terbangun dari individu-individu yang saling berinteraksi. Hubu-

ngan interaksi antara individu melahirkan berbagai aktivitas untuk memenuhi ke-

butuhan masyarakat, salah satu di antaranya adalah kebutuhan akan pendidikan. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial, karena ia merupakan produk 

yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat pembangunnya. Pendidikan merupakan 

gambaran kemajuan dari suatu masyarakat. Pendidikan yang maju, hanya hidup dan 

dimiliki oleh masyarakat yang berpikiran maju, dan hanya masyarakat yang berpi-

kiran maju yang menghargai pendidikan. Pendidikan dan masyarakat merupakan 

satu kesatuan yang saling menentukan status.  
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Sebagai institusi sosial, pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem sosial, karena pendidikan (persekolahan) tidak dapat dilaksanakan di luar 

lembaga sosial. Dewey beranggapan bahwa pendidikan tumbuh di masyarakat dan 

masyarakat tumbuh karena adanya pendidikan. Antara kedunya terdapat hubungan 

yang bersifat mutual benefit, yang berarti saling menguntungkan bahkan merupakan 

suatu ikatan yang secara aksiomatik sulit dan mustahil untuk dipisahkan. Pendapat 

senada dikemukakan oleh Durkheim yang mengemukakan bahwa masyarakat secara 

keseluruhan masing-masing lingkungan sosial di dalamnya, merupakan sumber pe-

nentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. 

Hal ini menjadi pengatahuan awal di dalam memahami status dan fungsi pen-

didikan sebagai institusi sosial. Pemahaman itu harus terbangun dalam pikiran setiap 

orang dalam masyarakat. Jika hal ini tidak disadari, akan terbangun sikap acuh tak 

acuh terhadap dunia pendidikan. Sikap seperti itu menyebabkan sebagian masyara-

kat menganggap bahwa pendidikan itu bukan bagian dari urusan atau kepentingan-

nya, tetapi hanya menjadi urusan orang-orang tertentu yang bergerak dalam dunia 

pendidikan. 

Kesalahan memahami posisi pendidikan sebagai intitusi sosial dapat menye-

babkan pendidikan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan demiki-

an, pendidikan tidak akan tumbuh secara maksimal dalam suatu masyarakat. 

Tulisan ini mencoba untuk mendekati permasalahan di atas dengan pendekatan 

sosiologis, dengan melihat bahwa pendidikan merupakan suatu fenomena yang lahir, 

tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan merupakan salah satu komponen 

terpenting dari suatu sistem sosial. 

Permasalahan pokok yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana 

kedudukan pendidikan sebagai institusi sosial? Dari permasalahan pokok tersebut, 

maka ada dua sub masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: apa yang di-

maksud dengan institusi/lembaga sosial? dan mengapa pendidikan disebut sebagai 

institusi/lembaga sosial? 

PEMBAHASAN 

Institusi/Lembaga Sosial 

Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tentang lembaga sosial, 

yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris ´VRFLDO� LQVWLWXWLRQµ� Kuntjaraningrat 

misalnya menyebutnya dengan pranata sosial, yakni suatu sistem tata kelakuan dan 

hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kom-

pleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.3 Selain pranata sosial, juga di-

gunakan istilah bangunan sosial, dan lembaga sosial. Bangunan sosial yang dalam ba-

hasa Jerman dikenal dengan ´GLH�VR]LDOH�JHELHOGHµ yang menunjuk pada bentuk dan su-

sunannya, atau lebih menunjuk pada bentuk luarnya. Sedangkan lembaga sosial ada-

lah istilah yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemantri yakni 

semua norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam 
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kehidupan masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan seba-

gainya.4 Mayor Polak menggunakan istilah institusi dan assosiasi. Institusi meru-

pakan sistem peraturan, sedangkan assosiasi ialah kelompok yang berstruktur dan 

bertindak menurut peraturan-peraturan tersebut. Jadi assosiasi adalah bentuk-bentuk 

organisasi sosial dengan tujuan-tujuan yang spesifik.5 Lembaga sosial adalah orga-

nisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Lembaga 

berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia. Bila kegiatan itu pen-

ting tentu dibakukan, dirutinkan dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. 

Peran yang melembaga adalah peran yang telah dibakukan, disetujui, diharapkan, 

dan bisanya dipenuhi dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan, 

terlepas dari siapa yang mengisi peran itu.6 

Institusi/lembaga sosial lahir dan terdapat dalam masyarakat tanpa mengenal 

tingkat kebudayaannya, apakah taraf kebudayaan yang masih bersahaja atau kebuda-

yaan moderen. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan 

mendasar atau pokok yang muncul dengan sendirinya. Untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga. Misalnya kebutuhan akan pen-

didikan, lahirlah lembaga pendidikan, seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, se-

kolah menengah, dan seterusnya. Kebutuhan hidup kekerabatan, melahirkan lemba-

ga kemasyarakatan, seperti perkawinan, kebutuhan menyatakan keindahan, melahir-

kan kesusasteraan, seni, dan sebagainya. 

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa institusi sosial merupakan 

sesuatu yang lahir disebabkan karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipe-

nuhi oleh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia tidak bisa seorang diri, 

melainkan memerlukan kerjasama dengan orang lain.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial atau institusi sosial merupakan 

kumpulan norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan ma-

syarakat. Dengan demikian, maka di dalam suatu masyarakat terdapat berbagai lem-

baga sosial, yang didasarkan pada jenis kebutuhan masyarakat. Semakin banyak ke-

butuhan masyarakat yang membutuhkan pemenuhan bersama, maka semakin ba-

nyak pula lembaga/institusi sosial yang lahir dalam masyarakat itu.  

Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya dikemukakan pula secara se-

pintas perbandingan beberapa istilah yang sering digunakan dan dikacaukan pe-

ngertiannya, yakni lembaga sosial, group sosial, dan organisasi sosial. Perbedaan ke-

tiga istilah tersebut dapat dilihat pada karakteristik masing-masing sebagai berikut:  

Tabel 1. 

Perbedaan Lembaga Sosial, Group Sosial, dan Organisasi Sosial 

Komponen yang 
diperhatikan 

Lembaga Sosial Group Sosial Organisasi Sosial 

Sifatnya Tidak resmi, 
tidak ada aturan 
tertulis, bersifat 
abstrak 

Tidak resmi, 
tidak ada aturan 
tertulis, bersifat 
abstrak 

Resmi/formal, ada 
aturan tertulis, dan 
bersifat konkrit 

Pola Kelakuan Bersifat mapan Tidak mapan Ada durasi tertentu 
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Tujuan Pemenuhan 
kebutuhan 
bersama 

Pemenuhan 
kebutuhan 
bersama 

Ada tujuan yang jelas 

Aturan  Ada sistem 
norma/kontrol 
sosial 

Tidak ada kontrol 
sosial 

Ada aturan tertulis 
dalam AD/ART 

Hubungan sosial Sangat kuat, 
langsung, dan 
bersifat pribadi 

Sangat kuat, 
langsung, dan 
bersifat pribadi 

Bersifat inpersonal 

Jabatan/ 
pimpinan 

Tidak ada 
struktur formal 

Tidak ada 
struktur formal 

Ada struktur formal, 
bersifat resmi, pola 
wewenang berbentuk 
piramida 

Jumlah anggota Tidak terbatas terbatas Banyak 
Syarat menjadi 
pemimpin 

Biasanya 
didasarkan pada 
usia 

Tidak ada aturan Berdasarkan seleksi 
formal 

Tempat 
tumbuhnya 

Dalam 
masyarakat 
sederhana dan 
maju/moderen 

Dalam 
masyarakat 
sederhana dan 
maju/moderen 

Dalam masyarakat 
moderen 

Arah kegiatan Tidak tertentu 
/terbatas pada 
bidang tertentu 

Tidak tertentu 
/terbatas pada 
bidang tertentu 

Mengarah pada 
produktivitas: 
- Menyelesaikan suatu 

pekerjaan 
- Memecahkan masalah 

Mempertahankan/ 
memperbesar out put 

- Memperbaiki cara 
kerja seefektif 
mungkin. 

Lembaga sosial muncul dalam masyarakat karena adanya norma yang pada 

mulanya terbentuk secara tidak sengaja, lama kelamaan norma tersebut dibuat secara 

sadar. Mislanya, norma (ukuran) tentang pendidikan.7 Pada awalnya pendidikan bu-

kan merupakan sesuatu yang menjadi ukuran status seseorang. Lama kelamaan pen-

didikan itu disadari oleh anggota masyarakat, maka pendidikan itu menjadi suatu ke-

butuhan yang harus dipenuhi. Pendidikan dirasakan sebagai suatu yang memberi 

status, maka pendidikan itu menjadi melembaga dalam masyarakat. Jadilah pendidi-

kan sebagai salah satu intitusi sosial.  

Menurut Soerjono Soekanto, suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga 

(institutionalized), apabila norma tersebut: 

1. Diketahui 

2. Dipahami atau dimengerti 

3. Ditaati, dan 

4. Dihargai.8  

Proses melambaganya suatu norma berawal dari norma itu mulai diketahui, 

walaupun masih taraf rendah. Selanjutnya norma itu dipahami sebagai sesuatu yang 

dapat mengatur kehidupan bersama, maka timbullah kecenderungan untuk mentaati 
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norma itu. Setalah disadari bahwa norma itu memang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, dengan sendirinya akan tumbuh dalam masyarakat sikap menghargai 

dan akan berprilaku sesuai dengan norma itu.  

Lembaga sosial mempunyai fungsi, yaitu: 

1. Memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya 

2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan 

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengenda-

lian sosial (social control), yakni sistem pengawasan oleh masyarakat terhadap 

tingkah laku anggota-anggotanya.9 

Keberadaan lembaga sosial dalam suatu masyarakat, dapat menjadikan masya-

rakat itu semakin tertib, utuh, dan terkendali, sebab mereka diikat oleh norma-norma 

yang diketahui, dipahami dan dimengerti, ditaati dan dihargai secara bersama. Sema-

kin maju atau kompleks suatu masyarakat, semakin banyak norma-norma yang dibu-

tuhkan yang berarti bahwa akan semakin kompleks pula lembaga yang tumbuh da-

lam masyarakat itu.  

Lembaga sosial menjadi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan berma-

syarakat. Lembaga sosial menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam 

Gunawan, memiliki enam ciri, yaitu: 

1. Lembaga sosial merupakan himpunan pola pemikiran dan tingkah laku yang di-

cerminkan dalam kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 

2. Lembaga sosial mempunyai tarap kekekalan tertentu 

3. Lembaga sosial mempunyai satu atau lebih tujuan 

4. Lembaga sosial mempunyai berbagai sarana untuk mencapai tujuan  

5. Lembaga sosial mempunyai lambang atau simbol khas 

6. Lembaga sosial mempunyai tradisi lisan maupun tertulis yang berisikan rumusan 

tujuan, sikap, dan tindak tanduk individu yang mengikuti lembaga tersebut.10 

Kalau dicermati pendapat Gillin dan Gillin tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa sebuah lembaga sosial dapat dibedakan dari pola pemikiran dan tingkah laku 

dari pengikut suatu lembaga. Selain itu, setiap lembaga akan memiliki taraf dan ting-

kat kekekalan yang berbeda, tergantung pada anggapan orang-orang terhadap norma 

yang ada, apakah wajar untuk dipelihara atau tidak. Suatu lembaga sosial mempu-

nyai satu atau lebih tujuan yang boleh jadi berbeda dengan fungsi lembaga yang ber-

sangkutan. Tujuan suatu lembaga adalah menjadi tujuan bagi golongan masyarakat 

tertentu yang perlu dipegang teguh, sedang fungsi lembaga yakni peranan lembaga 

dalam sistem sosial mungkin tidak diketahui atau tidak disadari oleh golongan ma-

syarakat tersebut. Setiap lembaga sosial mempunyai alat-alat perlengkapan yang di-

gunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, serta lambang-lambang 

yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan, 

serta masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda, baik tertulis maupun tidak 

tertulis.  

Pendidikan sebagai Institusi Sosial  

Sebelum membahas pendidikan sebagai institusi sosial, ada baiknya dibahas 

terlebih dahulu lahirnya pendidikan dalam masyarakat. Seperti telah diuraikan pada 
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pembahasan terdahulu, bahwa lahirnya suatu lembaga atau institusi tidak direncana-

kan terlebih dahulu, tetapi ia muncul untuk memenuhi kebutuhan bersama. Demiki-

an halnya dengan pendidikan sebagai sebuah lembaga. 

Dalam masyarakat yang bersahaja/primitif, mereka tidak memiliki lembaga 

pendidikan, apalagi yang formal. Orang tua mendidik anaknya dengan jalan mem-

beri contoh dan anak menyaksikan secara langsung suatu pekerjaan. Cara seperti ini-

lah yang dapat dikatakan sebagai pendidikan dalam masyarakat yang bersahaja. 

Sekolah mulai lahir ketika kebudayaan telah menjadi sangat kompleks, se-

hingga pengetahuan yang dianggap perlu tidak mungkin lagi ditangani dalam ling-

NXQJDQ�NHOXDUJD��'DODP�SHUNHPEDQJDQ�EHEHUDSD�JHQHUDVL�VHODQMXWQ\D�ODKLUODK�´JX-

UXµ�\DLWX�RUDQJ�\DQJ�ZDNWXQ\D�GLSHUJXQDNDQ�VHSHQXKQ\D�XQWXN�PHQJDMDU��3DGD�WD-

hap itulah ketika telah terdapat orang-orang yang berspesialisasi guru dan anak-anak 

didik dalam kelas yang formal yang berlangsung di luar lingkungan keluarga, dan 

ketika itulah ditemukan cara yang pantas untuk mendidik anak-anak tersebut, baru-

lah dapat dikatakan lembaga pendidikan telah lahir. 11 

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa lembaga pendidikan lahir, tumbuh, 

dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan yang dicapai oleh ma-

nusia. Dengan demikian, keberadaan lembaga pendidikan pada awalnya merupakan 

sesuatu yang tidak direncanakan atau disadari, melainkan hanya untuk memenuhi 

suatu kebutuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, barulah hal itu diketahui ke-

gunaannya, dimengerti, dipahami, ditaati, dan dihargai, karena telah menjadi sesuatu 

yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Jadi, dalam analisis fungsional, pertumbuhan lembaga pendidikan dikaitkan 

dengan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, bahwa lahirnya lembaga pendidikan dalam 

masyarakat disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan yang 

dimiliki oleh manusia. Hal ini berarti, bahwa lembaga pendidikan akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan manusia. 

Semakin kompleks kebudayaan yang dicapai oleh manusia, semakin kompleks pula 

kebutuhan manusia akan pendidikan. 

Analisis aliran fungsional di atas, ditolak oleh penganut aliran konflik. Menurut 

aliran ini, kebutuhan akan tenaga kerja bukan merupakan faktor yang terpenting 

yang menjadi penyebab lahirnya lembaga pendidikan. Di negara-negara maju, ba-

nyak orang memperoleh pendidikan jauh lebih tinggi dari pada keperluan yang di-

butuhkan oleh pekerjaan mereka. Penganut teori konflik, berpendapat bahwa ter-

dapat banyak faktor yang mungkin lebih penting, lebih berpengaruh, dan merupakan 

penyebab lahirnya lembaga pendidikan, yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan status bagi orang-orang yang ingin merasa le-

bih hebat. 

2. Ingin terbebas dari persaingan untuk memperoleh jabatan tertentu yang dipere-

butkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ijazah. 

3. Mempertegas jurang antar kelompok etnik dan subkultur (kebudayaan khusus) 

serta menganaktirikan orang-orang yang tidak diajar tata krama secara baik. 12 
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Jika pandangan kedua aliran sosiologi tersebut dianalisis, dapat disimpulkan 

bahwa pandangan aliran fungsional memahami bahwa lembaga pendidikan itu ada 

sejalan dengan tingkat kebudayaan yang dicapai oleh manusia, sehingga pendidikan 

dianggap sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai de-

ngan tingkat kebudayaannya. Pendidikan itu ada bersamaan dengan adanya kebu-

tuhan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Pendidikan itu tumbuh bersamaan 

dengan pertumbuhan kebudayaan yang dicapai oleh manusia. Semakin maju suatu 

masyarakat, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, sehingga kebutuhan 

terhadap pendidikan juga semakin tinggi. Teori konflik berpendapat bahwa pen-

didikan ada hubungannya dengan status seseorang, yang dapat membedakannya de-

ngan orang lain, untuk menduduki suatu jabatan, dan mempertegas perbedaan an-

tara orang terdidik dengan orang yang tidak terdidik. 

Kedua pandangan ini memiliki tingkat kebenaran masing-masing jika dilihat 

dari pendekatan yang digunakan. Kalau aliran fungsional melihat dari pendekatan 

kronologis perkembangan kebudayaan manusia, dan berpendapat bahwa pendidikan 

berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori konflik melihat 

dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat bahwa lembaga pendidikan dapat 

mempertegas perbedaan antara orang terdidik dengan orang yang tidak terdidik, dan 

melihat keberadaan lembaga pendidikan dalam konteks masyarakat yang sudah ma-

ju. 

Pendidikan sebagai institusi sosial yang dimaksudkan dalam uraian ini lebih di-

arahkan pada pendidikan formal (persekolahan). Hal ini disebabkan karena angga-

pan masyarakat ketika berbicara tentang pendidikan, konotasinya lebih pada pen-

didikan formal, walaupun dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sis-

tem Pendidikan nasional dikenal tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, 

informal, dan nonformal. 

Lembaga pendidikan dikembangkan sebagai suatu upaya sistimatis untuk me-

ngajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. 

Lembaga pendidikan primer adalah sekolah formal, yang bermula dari taman kanak-

kanak hingga jenjang perguruan tinggi, baik yang dikelola oleh negara maupun yang 

dikelola oleh badan-badan tertentu.  

Salah satu aspek pendidikan yang terdapat dalam setiap masyarakat adalah 

adanya asumsi yang menyangkut siapakah yang memerlukan pendidikan dan berapa 

banyak pendidikan yang diperlukan. Sistem pendidikan persaingan (contes education) 

berpandangan bahwa setiap orang harus diberi kesempatan untuk bersaing dan tidak 

diperlukan sponsor khusus. Sistem pendidikan sponsor (sponsored education) berpan-

dangan bahwa setiap orang sudah masuk dalam suatu kelas sosial sejak lahir, dan ji-

ka ia memiliki kemampuan yang luar biasa dapat masuk ke kelas sosial yang lebih 

tinggi.13 

Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang memiliki jumlah peranan, status, 

dan hubungan-hubungan sendiri. Pendidikan memiliki sejumlah fungsi, yang oleh 

Marton, seorang fungsinalis, dikenal dengan fungsi manifest (nyata), yaitu akibat-aki-
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bat obyektif yang menyumbang pada perubahan atau adaptasi dari sistem yang dise-

ngaja dan diakui oleh para peserta dalam sistem itu. Lalu hal-hal itu bersifat terbuka, 

disengaja, dikenal, diakui dan diterima. Selain fungsi manifest, pendidikan juga me-

miliki fungsi laten yaitu fungsi yang tidak disengaja mapun diakui. Fungsi ini lebih 

bersifat tertutup, tidak begitu luas diakui dan diterima.14 Fungsi manifest yang utama 

ialah membantu orang dalam mengembangkan potensi dan mempersiapkan mereka 

untuk bekerja. Fungsi laten (terpendam/terselubung) mencakup, memperpanjang 

masa ketidakdewasaan, memperlemah pengawasan orang tua, mempertahankan atau 

mengubah kelas sosial, dan memberikan tempat perlindungan bagi pertikaian pen-

dapat. 

Menurut S. Nasution, sekolah mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan 

2. Memberikan keterampilan dasar 

3. Membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. 

4. Menyediakan tenaga pembangunan 

5. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial. 

6. Mentransmisi kebudayaan. 

7. Membentuk manusia yang sosial. 

8. Merupakan alat mentransformasikan kebudayaan. 

9. Sebagai tempat menitipkan anak.15  

Jika dilihat dari pemaknaan institusi sosial sebagai norma untuk memenuhi ke-

butuhan pokok dalam hidup manusia, dan dilihat dari fungsi pendidikan (sekolah) 

yang dikemukakan oleh Nasution sebelumnya, pendidikan dapat dikategorikan seba-

gai salah satu institusi sosial, selain keluarga, agama, politik, dan ekonomi. 

Apabila dilihat dari perkembangan lembaga sosial, pendidikan dapat dikatego-

rikan sebagai lembaga enacted (ditumbuhkan dengan sengaja), yang menurut Sumner 

dalam Ary Gunawan, tipe ini berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, 

lalu disistimatisasikan dan diatur, kemudian dituangkan menjadi lembaga positif 

(yang berlaku), dikukuhkan oleh hukum, disahkan oleh pemerintah/negara. Jika dili-

hat dari kepentingannya, lembaga pendidikan ini termasuk santioned institution (di-

terima), yaitu lembaga yang diterima oleh masyarakat. Kalau dilihat dari penyeba-

rannya, maka lembaga pendidikan ini termasuk dalam general institution (menye-

luruh), yakni lembaga sosial yang terdapat hampir di seluruh masyarakat, seperti hal-

nya dengan politik, keamanan dan sebagainya.16 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sumber kontrol sosial, yang bertu-

juan untuk mengadakan perubahan. Pendidikan merupakan tempat untuk memikir-

kan, menganalisis, apa yang sedang terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan 

harus bersikap independen (tidak terikat) oleh unsur-unsur lain dalam mengadakan 

analisis terhadap situasi yang terjadi dalam masyarakat, walaupun disadari akan ber-

hadapan dengan pihak yang berusaha untuk mempertahankan status quo.  

Sekolah merupakan ´DJHQW�RI�FKDQJHµ� lembaga pengubah. Sekolah mempunyai 

fungsi transformatif, setidaknya sekolah harus mampu mengikuti laju perkembangan 
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agar masyarakat tidak ketinggalan dalam kemampuan dan pengetahuan dibanding 

bangsa lain. Dalam dunia yang dinamis, setiap masyarakat akan mengalami peruba-

han. Jika tidak, maka akan membahayakan bagi eksistensi masyarakat, sehingga se-

kolah harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Perubahan itu meng-

haruskan sekolah mengadakan perubahan berupa pembaruan kurikulum dan sistem 

pendidikan.17  

Peran lembaga pendidikan memang sangat penting dan strategis, mengingat 

bahwa pendidikan merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan sebagai pelo-

por pembaruan dalam masyarakat.  

Kebijakan pendidikan harus memperhitungkan berbagai perubahan masyara-

kat yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, agar semakin realistis dan sesuai 

dengan tantangan pada zaman yang selalu berubah. Ini berarti bahwa strategi pem-

bangunan pendidikan ditekankan pada investasi sumber daya manusia. Pendidikan 

dapat menjadi katalisator utama dalam pembangunan SDM.18 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

institusi sosial, karena pendidikan dapat memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat 

berupa pengetahuan. Pendidikan akan selalu hadir dalam masyarakat pada semua 

tingkat kebudayaan, mulai dari yang paling bersahaja sampai pada kebudayaan mo-

dern. Pendidikan akan selalu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, men-

jaga eksistensi suatu masyarakat, dan berbagai fungsi pendidikan seperti telah dike-

mukakan di atas. Akan tetapi, pendidikan tidak identik dengan persekolahan saja, ka-

rena pendidikan dapat berlangsung dalam jalur informal, formal, dan nonformal, se-

dangkan persekolahan lebih identik dengan pendidikan jalur formal. 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Bahwa lembaga sosial atau institusi sosial merupakan kumpulan norma yang 

berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga/insti-

tusi sosial akan lahir untuk menjawab setiap kebutuhan mendasar dari suatu masya-

rakat. Jika disederhanakan, lembaga sosial yang tumbuh dalam masyarakat, meliputi 

lembaga keluarga, agama, pendidikan, ekonnomi, dan politik. 

Pendidikan sebagai institusi sosial, karena pendidikan itu lahir dalam masyara-

kat dengan tidak mengenal tingkat kebudayaan untuk menjawab dan memenuhi 

hajat hidup suatu masyarakat. Hal ini terlihat dalam fungsi-fungsi yang diemban oleh 

lembaga pendidikan (sekolah). Selain itu pendidikan dikatakan telah melembaga 

karena ia diketahui, dipahami/dimengerti, ditaati, dan dihargai. 
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